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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi SPBE melalui aplikasi 

SIPASTI dan memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan tata kelola SPBE di Kota Kotamobagu. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 

dan teknik pengumpulan data melalui observasi 

langsung dilapangan dan wawancara.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbaikan dalam aspek regulasi, 

peningkatan kapasitas SDM, pelatihan yang lebih 

merata, dan pemberian insentif bagi admin sangat 

penting untuk memastikan aplikasi dapat digunakan 

secara optimal. Diperlukan juga sosialisasi yang lebih 

luas dan penyediaan anggaran yang memadai untuk 

mendukung implementasi SPBE yang efektif. Dengan 

demikian, penguatan infrastruktur, sistem keamanan 

data, serta integrasi antar instansi juga menjadi kunci 

untuk keberhasilan transformasi digital dalam 

pengelolaan layanan kepegawaian agar terciptanya tata 

kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Keywords: Implementasi, 
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PENDAHULUAN  
Era teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk pemerintahan. Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian Pendidikan 

dan Pelatihan (BKPP) mencoba merespons perubahan ini dengan menerapkan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SIPASTI. Langkah ini bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, khususnya di 

bidang kepegawaian. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang 

menghambat optimalisasi manfaat teknologi informasi (Huang et al., 2020; Zeebaree et al., 2022). 

SIPASTI dirancang sebagai inovasi digital yang menawarkan kemudahan dalam 

pengelolaan administrasi kepegawaian secara online. Aplikasi ini memiliki 13 fitur utama yang 

mencakup berbagai kebutuhan pegawai, seperti pengajuan cuti, kenaikan pangkat, hingga uji 

kompetensi. Fitur-fitur ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang kaku dan memberikan 

layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Meski demikian, implementasi ini tidak 

sepenuhnya berjalan sesuai harapan karena adanya hambatan dalam pemanfaatan fitur-fitur 

tersebut (Luthra et al., 2023; Rahmadhan & Handayani, 2023). 

Kendala utama dalam penerapan SPBE melalui SIPASTI adalah rendahnya pemanfaatan 
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fitur yang tersedia. Dari 13 fitur yang dirancang, hanya 9 yang dimanfaatkan secara aktif, 

sementara 4 fitur lainnya, seperti peninjauan masa kerja, tugas belajar, uji kompetensi, dan izin 

cerai, belum digunakan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian 

antara kebutuhan pengguna dan desain layanan yang ditawarkan oleh aplikasi (Chen et al., 2019; 

Malik et al., 2023). 

Selain itu, integrasi arsitektur SPBE yang kurang memadai turut menjadi penghambat. 

Sistem dan data yang belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi menyebabkan ketidaksesuaian 

dalam pertukaran informasi. Hal ini mengakibatkan proses kerja menjadi tidak efisien, sehingga 

memengaruhi kualitas pelayanan publik. Perencanaan dan alokasi anggaran yang belum optimal 

juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPASTI 

(Bahasoan et al., 2023; Naher et al., 2020; Waltz et al., 2019). 

Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, seperti jaringan internet yang 

kurang stabil dan keterbatasan perangkat keras, turut memperburuk situasi. Masalah ini 

menyebabkan aksesibilitas layanan menjadi terbatas, terutama bagi pegawai yang berada di 

wilayah dengan infrastruktur jaringan yang kurang mendukung. Hal ini menghambat realisasi 

tujuan SPBE untuk memberikan layanan yang mudah dijangkau oleh seluruh pengguna (Al-

Mushayt, 2019; Sung & Park, 2021). 

Pengelolaan data yang belum terstandarisasi juga menjadi tantangan besar dalam 

implementasi SPBE. Validasi dan pertukaran data antarinstansi sering kali terganggu oleh 

perbedaan format dan standar data. Hal ini menciptakan ketidakefisienan dalam proses administrasi 

dan mengurangi akurasi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan (Oktarina, 2023; 

Siwij et al., 2020). 

Selain faktor teknis, kurangnya pelatihan dan sosialisasi terhadap pengguna aplikasi 

menjadi alasan rendahnya pemanfaatan fitur SIPASTI. Banyak pegawai yang belum memahami 

sepenuhnya manfaat dan cara kerja aplikasi ini, sehingga enggan untuk memanfaatkannya. Ini 

menunjukkan pentingnya upaya edukasi yang berkelanjutan untuk mendorong penerapan SPBE 

yang lebih baik (Rahmadhan & Handayani, 2023; Sharma et al., 2019). 

Desain layanan SIPASTI yang belum sepenuhnya user-friendly juga memengaruhi tingkat 

adopsi oleh pengguna. Beberapa fitur dianggap terlalu rumit dan tidak sesuai dengan kebutuhan 

pegawai, sehingga pengguna merasa kesulitan untuk memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan 

perlunya evaluasi dan penyesuaian desain aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Meski menghadapi berbagai kendala, penerapan SPBE melalui SIPASTI memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Kotamobagu. Dengan perbaikan 

infrastruktur, integrasi data yang lebih baik, dan pelatihan yang memadai, aplikasi ini dapat 

menjadi alat yang efektif untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien 

dan transparan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi 

SPBE agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai (Moullin et al., 2019; Pangkey, 2021). 

Secara keseluruhan, implementasi SPBE melalui SIPASTI di BKPP Kota Kotamobagu 

menunjukkan upaya positif pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk 

meningkatkan pelayanan publik. Namun, optimalisasi sistem ini membutuhkan komitmen kuat dari 

semua pihak, termasuk pemerintah, pegawai, dan masyarakat, untuk mengatasi berbagai tantangan 

yang ada. Dengan strategi yang tepat, SPBE dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik di masa depan. 

 Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) melalui aplikasi SIPASTI di Kota Kotamobagu menghadapi berbagai tantangan 

yang menghambat optimalisasi pelayanan publik. Dalam era digital, pemerintah dituntut untuk 
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menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta 

pegawai. Namun, masalah seperti rendahnya pemanfaatan fitur, kurangnya integrasi data, serta 

keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menunjukkan adanya kesenjangan antara 

potensi teknologi informasi dengan realisasi manfaatnya. 

Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, tetapi juga 

menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kepegawaian. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pengembangan kebijakan dan strategi implementasi SPBE yang lebih baik, sehingga mendukung 

reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 

LANDASAN TEORI  

Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi 

kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tindakan yang 

diambil, tetapi juga yang tidak dilakukan, keduanya memiliki dampak signifikan. Menurut 

berbagai pendapat, kebijakan publik adalah alat strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang 

ada guna menyelesaikan masalah masyarakat. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan tujuan 

tertentu, teori, atau hipotesis sebab-akibat, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Aouadni et al., 2019; Sung & Park, 2021). 

Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan interaksi antara ilmuwan, pemimpin 

organisasi, administrator, dan politisi. Proses ini meliputi lima tahap utama: penyusunan agenda, 

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan. Setiap tahap 

membutuhkan tanggung jawab dan koordinasi untuk memastikan kebijakan yang dirancang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dilaksanakan secara efektif (Hynninen et al., 

2021; Venkatramanan et al., 2019). 

Implementasi kebijakan menjadi tahap kritis dalam kebijakan publik karena menentukan 

tercapainya tujuan. Implementasi ini mencakup penerapan tindakan administratif oleh individu, 

organisasi, atau kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Implementasi yang 

baik harus memperhatikan faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan sikap implementor 

terhadap kebijakan. 

Beberapa model implementasi kebijakan telah dikembangkan, seperti model Van Meter 

dan Van Horn yang menekankan linearitas antara kebijakan, implementor, dan kinerja. Ada pula 

model Grindle yang menitikberatkan pada isi kebijakan, serta model Edward yang menyoroti 

pentingnya komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi dalam mendukung 

implementasi (Farrell et al., 2020; Zhou et al., 2021). 

Model implementasi lainnya, seperti Mazmanian dan Sabatier, menekankan hubungan 

antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya, sedangkan model jaringan melihat implementasi 

sebagai hasil interaksi kompleks antara berbagai aktor. Kesuksesan implementasi kebijakan 

ditentukan oleh perencanaan yang tepat, komitmen implementor, dan evaluasi yang berkelanjutan 

untuk memastikan manfaat kebijakan tercapai secara maksimal (Cavalcante de Oliveira et al., 

2023). 

 

PengertianE-Government 

E-government atau pemerintahan berbasis elektronik adalah penggunaan teknologi 

informasi, khususnya aplikasi berbasis internet, oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

layanan publik secara efektif dan efisien. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, e-
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government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

elektronik guna mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Secara umum, e-

government memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan akses yang lebih mudah bagi 

warga dan pelaku bisnis terhadap informasi dan layanan pemerintah, serta mendukung partisipasi 

dalam proses demokrasi (Camilleri, 2019; Valle-Cruz, 2019). 

Keberhasilan pengembangan e-government memerlukan tiga elemen utama, yaitu 

dukungan (support), kapasitas (capacity), dan nilai (value). Dukungan mencakup adanya political 

will dari pejabat publik, prioritas tinggi terhadap pengembangan e-government, alokasi sumber 

daya yang memadai, regulasi pendukung, serta kampanye sosialisasi yang efektif. Kapasitas 

merujuk pada kesiapan pemerintah dalam menyediakan sumber daya finansial, infrastruktur 

teknologi informasi yang memadai, dan tenaga kerja yang kompeten. Sementara itu, elemen nilai 

memastikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi prioritas 

utama dalam pengembangan aplikasi e-government (Hartanti et al., 2021; Ma et al., 2023). 

Ketiga elemen tersebut saling terkait dalam menjamin keberhasilan implementasi e-

government. Dukungan politik memastikan program e-government memiliki legitimasi dan 

dukungan strategis, sementara kapasitas memastikan kesiapan teknis dan operasional untuk 

pelaksanaan program. Elemen nilai menjamin manfaat e-government terasa langsung oleh 

masyarakat, sehingga mendorong keberlanjutan program ini. Dengan perencanaan yang matang 

dan kolaborasi lintas sektor, e-government dapat menjadi alat strategis dalam mendukung 

modernisasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan public (Chen et al., 2019; Chohan & Hu, 

2020). 

 

Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

pengguna, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2018, SPBE bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas 

pelayanan publik, sejalan dengan tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat akan 

layanan yang modern dan terintegrasi (Assante et al., 2019; Chan & Owusu, 2022). 

Visi SPBE adalah mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan 

menyeluruh, mendukung birokrasi berkinerja tinggi serta pelayanan publik yang efektif dan 

adaptif. Untuk mencapainya, misi SPBE mencakup penguatan tata kelola elektronik, 

pengembangan layanan publik yang terpadu, pembangunan infrastruktur teknologi yang andal, dan 

pengembangan sumber daya manusia yang inovatif. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan, serta layanan publik berkualitas. Sasaran SPBE 

mencakup manajemen SPBE yang efektif, layanan berbasis pengguna, infrastruktur terintegrasi, 

dan peningkatan kapasitas SDM (Gathecha et al., 2023; Pauletto, 2024). 

Ruang lingkup SPBE meliputi tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi, 

percepatan implementasi, dan evaluasi SPBE. Unsur-unsur SPBE meliputi arsitektur SPBE yang 

dirancang untuk jangka waktu lima tahun, perencanaan dan anggaran berbasis integrasi, data dan 

informasi yang berbagi pakai antarinstansi, infrastruktur teknologi untuk efisiensi dan keamanan, 

serta layanan administrasi pemerintahan dan publik berbasis elektronik (Hassounah et al., 2020; 

Rantung et al., 2024). 

Implementasi SPBE didasarkan pada lima kriteria utama, yaitu transisi dari pelayanan 

tradisional menuju digital, pemberdayaan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam layanan, 

mengatasi kesenjangan digital menuju demokrasi digital, perubahan dari dokumen fisik ke 
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pemerintahan daring, dan pengalihan informasi fisik menjadi pengetahuan digital. Kriteria ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa SPBE tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat modern (Mergel et al., 2021; Yu et al., 2020). 

Pelaksanaan SPBE diatur oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan 

regulasi daerah seperti Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022. Dalam 

pelaksanaannya, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu 

bertugas membantu Wali Kota dalam pengelolaan kepegawaian dan pelatihan. Fungsi BKPP 

meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan, evaluasi dan pelaporan, 

pembinaan teknis, serta pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan pengembangan SDM berbasis 

teknologi. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam 

fenomena yang terkait dengan implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu. Pendekatan 

kualitatif memungkinkan penelitian dilakukan secara holistik dengan mendeskripsikan perilaku, 

motivasi, dan tindakan subjek penelitian dalam konteks yang alami. Metode deskriptif digunakan 

untuk menggali dan menjelaskan masalah secara mendalam berdasarkan kumpulan informasi yang 

relevan dengan fenomena yang diteliti (Nilsen & Feiring, 2023; Paulus, 2023). 

Lokasi penelitian ditetapkan di BKPP Kota Kotamobagu, karena instansi ini bertugas 

memberikan pelayanan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan 

aplikasi SIPASTI sebagai implementasi SPBE. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran BKPP 

yang strategis dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penerapan kebijakan SPBE, sehingga 

dapat memberikan wawasan yang relevan tentang kendala dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut. 

Fokus penelitian ini adalah implementasi SPBE melalui tata kelola pada aplikasi SIPASTI 

yang belum optimal. Penelitian mencakup berbagai subfokus, antara lain: arsitektur SPBE, peta 

rencana SPBE, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, 

aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Subfokus tersebut dirancang untuk 

mengidentifikasi elemen-elemen utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi SPBE. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode purposive sampling. Informan 

dipilih berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang relevan, termasuk pejabat 

BKPP dan ASN sebagai penerima manfaat layanan. Peneliti juga menggunakan teknik snowball 

sampling untuk melengkapi data jika informasi yang diperoleh dirasa belum mencukupi. 

Pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang mendalam dari perspektif langsung para 

informan (Goldsmith, 2021; Langlois et al., 2019). 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan 

untuk mengamati langsung prosedur pelaksanaan SPBE, termasuk hambatan yang dihadapi BKPP. 

Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan pandangan informan terkait pelaksanaan 

kebijakan SPBE, sementara dokumentasi melibatkan pengumpulan data berupa peraturan, laporan 

kegiatan, foto, dan dokumen lain yang relevan. Kombinasi metode ini membantu memperoleh data 

yang komprehensif (Bragstad et al., 2019; Nevedal et al., 2021). 

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga 

langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan 

pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan untuk fokus penelitian. Penyajian data dilakukan 
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melalui matriks, grafik, atau bagan untuk mempermudah analisis dan identifikasi pola. Kesimpulan 

kemudian ditarik dan diverifikasi untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian 

(Hamilton & Finley, 2019). 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif selama proses pengumpulan data, dengan 

memastikan setiap temuan diverifikasi melalui refleksi ulang, tinjauan catatan lapangan, dan 

diskusi dengan kolega. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat 

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan konteks penelitian. Hasil akhir analisis diharapkan 

memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan SPBE di BKPP Kota 

Kotamobagu, termasuk rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian 
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu merupakan salah 

satu instansi di bawah Pemerintah Kota Kotamobagu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

administrasi kepegawaian dan pelatihan. Mengacu pada visi dan misinya, BKPP berkomitmen 

untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola 

yang transparan dan akuntabel. Salah satu wujud implementasi ini adalah aplikasi SIPASTI (Sistem 

Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi), yang bertujuan untuk 

mendukung efektivitas pelayanan administrasi kepegawaian secara digital. 

Aplikasi SIPASTI dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan 

administrasi kepegawaian yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui aplikasi SIAP ASN. 

SIPASTI menawarkan berbagai fitur yang mempermudah pengelolaan data kepegawaian, seperti 

pengelolaan cuti, hukuman disiplin, dan dokumen lain yang sering diminta dalam audit. Meskipun 

aplikasi ini telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa SIPASTI belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lain, seperti e-Kinerja 

dan SIKKAP, yang berfungsi untuk pembayaran dan penghitungan tunjangan pegawai. 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi SIPASTI adalah proses integrasi antar 

sistem yang belum optimal. Saat ini, SIPASTI baru terhubung dengan SIAP ASN sebagai induk 

data ASN, sedangkan integrasi dengan sistem lain di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu 

masih belum terlaksana. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data 

kepegawaian secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan 

keahlian teknologi informasi di BKPP menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi yang lebih 

kompleks. 

Pembangunan dan pengembangan aplikasi SIPASTI sepenuhnya dilakukan oleh tim IT dari 

Dinas Kominfo Kota Kotamobagu, mengingat di BKPP tidak ada PNS dengan keahlian di bidang 

teknologi informasi. Proses ini seringkali membutuhkan waktu lebih lama karena seluruh 

kebutuhan aplikasi di lingkungan pemerintah kota harus ditangani oleh tim yang sama. Kendala ini 

menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di BKPP untuk mendukung pengembangan 

dan operasionalisasi sistem berbasis elektronik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIPASTI telah memberikan manfaat dalam 

pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi, proses integrasi antar sistem dan 

pengelolaan SDM menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Proses integrasi dengan sistem 

lain seperti e-Kinerja dan SIKKAP harus segera dilakukan untuk memastikan efisiensi dan 

efektivitas layanan. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi 

di BKPP diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pengembangan dan implementasi aplikasi 

ini. 
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Peran Perencanaan dan Anggaran dalam Penerapan SPBE 

Perencanaan dan anggaran memegang peranan penting dalam penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk pada layanan kepegawaian berbasis digital 

melalui aplikasi SIPASTI di Kota Kotamobagu. Perencanaan yang baik memberikan arah yang 

jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan. 

Di sisi lain, anggaran yang memadai memastikan alokasi sumber daya manusia, teknologi, dan 

finansial dilakukan secara efisien untuk mendukung keberhasilan implementasi. Dengan 

perencanaan dan anggaran yang tepat, risiko seperti keterlambatan implementasi atau hasil yang 

tidak sesuai harapan dapat diminimalkan. 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu telah melakukan 

analisis kebutuhan untuk mendukung penerapan aplikasi SIPASTI. Berdasarkan wawancara, salah 

satu tujuan utama dari penerapan SIPASTI adalah mengatasi kendala yang ada pada layanan 

manual, seperti proses yang lambat, risiko kesalahan data, dan pengelolaan informasi yang kurang 

efisien. Dengan SIPASTI, proses administrasi kepegawaian menjadi lebih cepat dan efektif, 

memenuhi kebutuhan pegawai akan pelayanan yang tidak hanya hemat waktu tetapi juga 

transparan. 

BKPP telah memasukkan program dan subkegiatan terkait implementasi SPBE ke dalam 

dokumen perencanaan strategis mereka, seperti Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen ini 

menjadi dasar bagi BKPP untuk mengajukan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD). Namun, kendala tetap ada, terutama dalam mendapatkan alokasi anggaran yang cukup 

untuk pengembangan sistem dan pelatihan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

perencanaan sudah dilakukan, dukungan dari pengambil kebijakan di tingkat anggaran masih 

belum optimal. 

Pada tahun ini, BKPP mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 33.000.000 untuk mendukung 

operasional SIPASTI. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk lisensi WhatsApp Business, 

yang mempermudah pemohon layanan kepegawaian dalam mendapatkan pembaruan informasi 

tentang status permohonan mereka. Namun, anggaran untuk pelatihan SDM, pengembangan, dan 

integrasi sistem masih belum tersedia. Usulan BKPP untuk menambah anggaran pada aspek-aspek 

tersebut telah diajukan, tetapi belum disetujui oleh TAPD. 

Meskipun anggaran awal telah tersedia, hal ini masih jauh dari memadai untuk mendukung 

optimalisasi penerapan SPBE melalui SIPASTI. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan, 

pengembangan sistem, dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam mencapai efektivitas yang 

maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen lebih besar dari pemangku kebijakan dalam 

mendukung implementasi SPBE agar mampu memenuhi standar layanan yang efisien, modern, 

dan responsif terhadap kebutuhan ASN serta masyarakat. 

 

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Infrastruktur merupakan elemen kunci dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). Berdasarkan pengamatan awal, infrastruktur dalam mendukung implementasi 

aplikasi SIPASTI di BKPP Kota Kotamobagu belum maksimal. Kepala Bidang Penilaian Kinerja, 

Mutasi, dan Promosi, Bapak D.I, mengungkapkan bahwa infrastruktur memerlukan dukungan 

menyeluruh, termasuk jaringan internet, pusat data, regulasi, serta SDM yang kompeten. Namun, 

saat ini, BKPP masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti pusat data yang belum mandiri 

dan bergantung pada fasilitas Dinas Kominfo, serta kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi 

informasi. 

Menurut Admin SIPASTI, Bapak I.M, penyelenggaraan aplikasi SIPASTI saat ini 
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bergantung pada koneksi internet yang sering tidak stabil. Keterbatasan infrastruktur fisik, seperti 

tidak adanya gedung pusat data dan generator cadangan listrik, mengakibatkan gangguan layanan 

ketika terjadi pemadaman listrik. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya perangkat komputer di 

beberapa kantor kelurahan, seperti di Kelurahan Biga, yang hanya memiliki satu unit PC tanpa 

jaringan internet. Hal ini memaksa pengguna untuk menggunakan paket data pribadi atau datang 

langsung ke BKPP untuk menyelesaikan proses layanan. 

Pengembangan aplikasi SIPASTI sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas layanan. Meskipun ada upaya pengembangan, seperti pada fitur layanan cuti dan 

pemberitahuan progres layanan melalui WhatsApp, sebagian besar fitur lainnya belum 

mendapatkan pembaruan. Masalah ini semakin kompleks karena tenaga IT yang sebelumnya 

menangani pengembangan aplikasi telah selesai masa kontraknya. Situasi ini menunjukkan 

kebutuhan mendesak akan SDM yang kompeten dan alokasi anggaran untuk pengembangan lebih 

lanjut. 

Beberapa pengguna SIPASTI merasa bahwa layanan digital ini sangat membantu, tetapi 

implementasinya belum sepenuhnya optimal. Menurut Ibu R.D, beberapa fitur pada SIPASTI 

kurang dimanfaatkan, sehingga pegawai masih lebih memilih cara manual dalam pengajuan 

dokumen ke BKPP. Pengembangan fitur lainnya, seperti yang dilakukan pada layanan cuti, 

dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Hal ini menegaskan 

pentingnya perhatian terhadap pengembangan aplikasi secara menyeluruh. 

Infrastruktur SPBE dalam aplikasi SIPASTI adalah fondasi utama dalam mendukung tata 

kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dengan infrastruktur yang andal dan pengembangan 

aplikasi yang berkelanjutan, SIPASTI dapat memberikan layanan kepegawaian yang lebih modern, 

efisien, dan transparan. Pemerintah Kota Kotamobagu perlu memberikan perhatian lebih pada 

penyediaan infrastruktur fisik seperti pusat data, jaringan internet stabil, dan perangkat keras yang 

memadai, serta meningkatkan kapasitas SDM untuk mengelola dan mengembangkan sistem. 

Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa SIPASTI dapat memenuhi kebutuhan ASN dan 

mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

 

Layanan SPBE dalam Tata Kelola Kepegawaian Digital 

Layanan SPBE merupakan elemen esensial dalam penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk dalam pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis 

digital melalui aplikasi SIPASTI. Layanan ini dirancang untuk mendukung transformasi digital 

dengan memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Namun, keberhasilannya tidak hanya 

bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada regulasi, sosialisasi, kualitas sistem, 

integrasi antar layanan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola aplikasi 

tersebut. Regulasi yang terarah menjadi pedoman penting untuk memastikan layanan berjalan 

sesuai standar, sementara sosialisasi berfungsi untuk meningkatkan pemahaman pengguna (Huang 

et al., 2020; Zeebaree et al., 2022). 

Saat ini, pelaksanaan layanan kepegawaian berbasis SIPASTI mengacu pada Peraturan 

Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 321 Tahun 

2022. Namun, regulasi ini belum secara spesifik mengatur detail teknis terkait SIPASTI. 

Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan pelaksanaan layanan kurang terarah dan efisiensi layanan 

tidak optimal. Regulasi tambahan yang mencakup standar pengelolaan data, kewenangan 

pelaksana, serta alokasi anggaran dan pengembangan SDM sangat diperlukan untuk memastikan 

keberhasilan implementasi SPBE. 

Sosialisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman semua pihak yang 
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terlibat, termasuk pembuat kebijakan, pengelola, dan pengguna layanan SIPASTI. Sosialisasi 

dilakukan baik melalui media elektronik, seperti website, media sosial, dan platform digital 

lainnya, maupun secara langsung melalui tatap muka. Namun, frekuensi dan cakupan sosialisasi 

masih terbatas. Sosialisasi langsung, meskipun lebih efektif dalam memberikan pemahaman, hanya 

dilakukan satu kali dan hanya melibatkan kepala perangkat daerah dan kepala sub bagian 

kepegawaian. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan PNS pengguna SIPASTI. 

Fitur layanan yang terdapat pada aplikasi SIPASTI memiliki peran penting dalam 

mendukung digitalisasi administrasi kepegawaian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

beberapa fitur belum dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa layanan masih dilakukan secara 

manual, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan menurunkan efisiensi. Selain itu, kurangnya 

pengembangan fitur disebabkan oleh keterbatasan SDM yang berkompeten, karena tenaga IT yang 

sebelumnya mengelola aplikasi telah selesai kontraknya (Luthra et al., 2023; Rahmadhan & 

Handayani, 2023). 

Jumlah pegawai di BKPP Kota Kotamobagu yang menangani SIPASTI masih terbatas, 

dengan hanya lima orang yang bertugas sebagai admin aplikasi. Meskipun mereka sudah 

memahami prosedur kerja aplikasi, jumlah yang minim ini menyebabkan terjadinya keterlambatan 

dalam beberapa layanan, seperti persetujuan cuti. Selain itu, admin SIPASTI tidak mendapatkan 

insentif khusus, yang dapat memengaruhi motivasi mereka dalam mengelola aplikasi secara 

optimal. Dukungan berupa pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM sangat 

diperlukan, baik bagi admin maupun pengguna layanan SIPASTI. 

Pelatihan merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa semua pihak memahami 

cara kerja aplikasi SIPASTI. BKPP telah melakukan pelatihan bagi kepala sub bagian kepegawaian 

di perangkat daerah, tetapi pelatihan tersebut belum mencakup seluruh PNS yang menjadi 

pengguna layanan. Akibatnya, masih banyak pegawai yang kurang memahami penggunaan 

aplikasi, yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi layanan. Pelatihan yang merata dan 

berkelanjutan diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi SPBE (Chen et al., 2019; 

Malik et al., 2023). 

Secara keseluruhan, implementasi layanan SPBE melalui aplikasi SIPASTI masih berada 

pada kategori cukup baik, namun perlu peningkatan signifikan. Regulasi khusus yang mendukung 

SIPASTI, peningkatan frekuensi sosialisasi, pengembangan fitur aplikasi, penambahan SDM, 

pelatihan yang merata, serta pemberian insentif bagi admin adalah langkah-langkah yang harus 

diambil. Dengan perbaikan ini, SIPASTI diharapkan dapat mendukung transformasi digital yang 

efisien dan transparan dalam pelayanan kepegawaian di Kota Kotamobagu 

 

KESIMPULAN 
Implementasi kebijakan SPBE melalui aplikasi SIPASTI menghadapi kendala pada aspek 

arsitektur. Aplikasi ini belum terintegrasi dengan sistem lain, termasuk aplikasi internal BKPP, 

yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam tata kelola kepegawaian. 

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis dalam pengembangan 

sistem menjadi hambatan signifikan. SDM yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi 

kebutuhan untuk melakukan pengembangan dan integrasi sistem secara menyeluruh. Oleh karena 

itu, integrasi antar aplikasi dan penambahan SDM yang berkompeten menjadi kebutuhan mendesak 

untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE. 

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi 

tata kelola SPBE melalui aplikasi SIPASTI. Hingga saat ini, alokasi dana yang disediakan belum 

mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program, terutama dalam pengadaan infrastruktur, 



700 
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 
Vol.4, No.1, Desember 2024 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2828-5271 (online) 

 

pengembangan aplikasi, dan pelatihan SDM. Keterbatasan anggaran ini menghambat 

pengembangan layanan yang lebih baik dan optimal, sehingga perlu perhatian lebih dari pemangku 

kebijakan dalam memastikan alokasi dana yang memadai untuk keberlanjutan program SPBE. 

Pengelolaan data dan informasi melalui aplikasi SIPASTI belum optimal. Keterbatasan 

jumlah personel yang bertanggung jawab atas peremajaan data menjadi salah satu kendala utama. 

Selain itu, sistem keamanan dan kerahasiaan data belum tersedia secara memadai, yang dapat 

menjadi risiko serius dalam pengelolaan data kepegawaian. Keberlanjutan implementasi SPBE 

sangat bergantung pada penyelesaian masalah ini dengan menambah personel yang bertugas dalam 

pengelolaan data serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan 

perlindungan data. 

Ketersediaan infrastruktur SPBE di Kota Kotamobagu belum merata, terutama di wilayah 

desa dan kelurahan. Beberapa kantor kelurahan bahkan masih menggunakan perangkat yang sangat 

terbatas, seperti hanya satu komputer tanpa jaringan internet memadai. Selain itu, pengembangan 

fitur layanan pada aplikasi SIPASTI masih minim, sementara SDM yang bertugas dalam 

pengembangan aplikasi juga terbatas. Dukungan anggaran yang memadai dan pengembangan 

infrastruktur yang merata menjadi langkah prioritas untuk memperbaiki implementasi SPBE di 

seluruh wilayah. 

Dalam aspek layanan, aplikasi SIPASTI menghadapi berbagai hambatan. Tidak adanya 

Peraturan Walikota yang secara khusus mengatur aplikasi ini membuat pelaksanaan kebijakan 

tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Sosialisasi yang dilakukan juga terbatas, tidak menyasar 

semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tidak dilakukan secara berkala. Selain itu, beberapa fitur 

layanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan jumlah admin dan 

absennya tunjangan khusus bagi admin SIPASTI semakin memperburuk keadaan, sehingga 

memengaruhi kualitas dan efektivitas pelayanan. 

Untuk mengatasi hambatan yang ada, beberapa langkah perbaikan dapat diusulkan. 

Pertama, integrasi aplikasi SIPASTI dengan sistem lain harus segera dilakukan, disertai rekrutmen 

SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi. Kedua, alokasi anggaran yang 

memadai perlu diprioritaskan untuk mendukung infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan 

pelatihan SDM. Ketiga, proses pengelolaan data harus diperkuat dengan menambah personel dan 

meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait keamanan data. Keempat, infrastruktur SPBE 

harus ditingkatkan, khususnya di wilayah desa dan kelurahan. Kelima, pembuatan Peraturan 

Walikota yang khusus untuk aplikasi SIPASTI, peningkatan frekuensi sosialisasi, pelatihan 

menyeluruh, serta insentif bagi admin adalah langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan 

implementasi SPBE berjalan optimal. 
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